BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 	Sejarah Singkat Perusahaan
		Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh "Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij" (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10 Agustus 1867.
		Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA didaerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km.
		Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar - Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.
		Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA disana.
Jenis jalan rel KA di Indonesia dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm dibeberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang memperkerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro - Pekanbaru.
		Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam "Angkatan Moeda Kereta Api" (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada ditangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya "Djawatan Kereta Api Republik Indonesia" (DKARI).
		Meskipun DKARI telah terbentuk, namun tidak semua perusahaan kereta api telah menyatu. Sedikitnya ada 11 perusahaan kereta api swasta di Jawa dan 1 swasta (Del Spoorweg Maatschapij) di Sumatra Utara yang masih terpisah dengan DKARI. Lima tahun kemudian, berdasarkan pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerja Umum No. 2 Tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950 DKARI dan “Staat-spoor Wegen en Verenigde Spoorweg Bedrijf (SS/VS) digabung menjadi satu perusahaan kereta api bernama “Djawatan Kereta Api” (DKA).
		Dalam rangka pembenahan badan usaha, pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1960, yang menetapkan bentuk usaha BUMN. Atas dasar UU ini, dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963, Tanggal 25 Mei 1963 dibentuk “Perusahaan Negara Kereta Api” (PNKA), sehingga Djawatan Kereta Api dilebur kedalamnya. Sejak itu, semua perusahaan kereta api di Indonesia terkena “integrasi” kedalam satu wadah PNKA, termasuk kereta api di Sumatra Utara yang dikelola oleh DSM. 
		Berikutnya, dalam rangka “Loan Agreement” No. 4106-IND tanggal 15 Januari 1997 berupa bantuan proyek dari Bank Dunia, yang kemudian lebih dikenal dengan Proyek Efisiensi Perkeretaapian atau “Railway Efficiency Project” (REP), dirumuskan langkah-langkah pengembangan perkeretaapian. Sasaran pengembangan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, yang ditempuh melalui 8 kebijakan, yaitu:
1. Memperjelas peranan antara pemilik (owner), pengatur(regulator), dan               pengelola(operator).
2. Melakukan restrukturisasi Perumka, termasuk merubah status Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas.
3. Kebijakan pertarifan dengan pemberian kompensasi dari pemerintah kepada perumka atas penyediaan KA non komersil, yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah.
4. Rencana jangka panjang dituangkan dalam Perencanaan Perusahaan (Corporate Planning), yang dijabarkan kedalam rencana kerja anggaran perusahaan secara tahunan.
5. Penggunaan peraturan dan prosedur dalam setiap kegiatan.
6. Peningkatan peran serta sektor swasta.
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM).
8. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan masyarakat.   
		Sejalan dengan maksud dari REP tersebut, dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, tanggal 3 Februari 1998, pemerintah menetapkan mengalihkan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Prosesi perubahan status perusahaan dari Perum menjadi Persero secara “de-facto” dilakukan tanggal 1 Juni 1999, saat Menteri Perhubungan Giri S. Hadiharono mengukuhkan susunan direksi PT. Kereta Api (Persero) di Bandung.
Tabel 2.1
Kronologis Bentuk Perusahaan
	PERIODE
	STATUS
	DASAR HUKUM

	1864
	Pembangunan jalan Kereta Api sepanjang 26km antara Kemijen – Tanggung oleh Hindia Belanda
	

	1864-1945
	Staat Spoorweggen (SS) 
Verenigde Spoorweggenbedrifj (VS)
Deli Sporweg Mastchapij (DSM) 
	IBW

	1945-1950
1950-1960
	Djawatan Kereta Api (DKA)
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)
	

	1963-1971
1971-1991
1991-1998
	Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)
Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)
	PP 22 TAHUN 1963
PP 61 TAHUN 1971
PP 57 TAHUN 1990

	1998-sekarang
	PT Kereta Api (Persero)
	PP 19 TAHUN 1998
KEPRES 33 TAHUN 1999
AKTE NOTARIS IMAS FATIMAH NO. 2 TAHUN 1999


Sumber 	: PT. Kereta Api (Persero)





2.1.1 Visi dan Misi PT. Kereta Api (Persero)
		Sejalan dengan Arah dan Strategi Pengembangan (Restrukturisasi) Perusahaan, maka sesuai kesepakatan pada tanggal 26 Mei 2006 di Bandung, Direksi PT. Kereta Api (Persero) telah menetapkan Visi dan Misi Perusahaan sebagai berikut:
1. Visi Perusahaan
“Menjadi Penyedia Jasa Perkeretaapian Terbaik Yang Memenuhi Harapan Stakeholders”.
2. Misi Perusahaan
“Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berikut Bisnis Penunjangnya, Melalui Praktek Bisnis Terbaik Untuk Memberikan Nilai Tambah Yang Tinggi Bagi Stakeholders dan Kelestarian Lingkungan”.

2.1.2 Tujuan PT. Kereta Api (Persero)
Adapun tujuan didirikannya PT. Kereta Api (Persero) ini adalah sebagai berikut: 
1. Turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya dibidang transportasi.
2. Mendukung penyediaan barang dan jasa dibidang perkeretaapian yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dipasar domestik maupun mancanegara.
3. Meningkatkan kemampuan perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian, serta menyelenggarakan usaha penunjang bidang sarana dan prasarana kereta api dan bermanfaat umum dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.  

2.2 Struktur Organisasi
		Struktur adalah bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Struktur adalah sifat fundamental bagi setiap sistem.
		Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.
PT. Kerata Api (Persero) mempunyai struktur organisasi lini dan staff dimana terdapat hubungan wewenang dan garis antara atasan dan bawahan, atasan dapat memberi perintah kepada bawahan dan dapat mengambil keputusan. Begitu juga lini bawahannya dapat memberi perintah kepada bawahannya dan seterusnya.
		Sedangkan staff disini berfungsi memberi saran, nasehat, atau anjuran baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka pengembangan perusahaan. Staff tidak mempunyai wewenang untuk memberikan perintah
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Sumber : Buku panduan struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero)
Gambar 2.1 
Struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) 
Daerah Operasi (DAOP) II Bandung




2.3	Deskripsi  Jabatan
	KADAOP (Kepala Daerah Operasi)
	KADAOP bertanggungjawab terhadap semua kegiatan operasional terhadap daerah yang dijabatnya. Untuk menjalani tugasnya KADAOP dibantu oleh kepala-kepala seksi lainnya. Adapun KADAOP membawahi seksi-seksi, yaitu :
1. Kasie Sarana (Kepala Seksi Sarana)
Kepala Seksi Sarana bertanggungjawab terhadap semua sarana yang berkaitan dengan operasional PT. KAI didaerah tersebut.
Seperti penyediaan sarana kantor, contoh : komputer, dll

2. Kasie Operasi (Kepala Seksi Operasi)
Kepala Seksi Operasi bertanggungjawab terhadap jalannya operasional PT. KAI di lapangan. Kasie Operasi juga membawahi WASIE (Wakil Seksi Operasi) dan Kepala Pengendali. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan kemudian.

3. Kasie Sintelis (Kepala Seksi Sinyal & Telekomunikasi)
Kepala Seksi Sinyal & Telekomunikasi bertanggungjawab terhadap sistem IT PT. KAI di daerah tersebut, dikarenakan banyaknya sistem telekomunikasi yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan.

4. Kasie Komersil (Kepala Seksi Komersil)
Kepala Seksi Komersil bertanggungjawab terhadap segi komersil atau segi keuntungan yang mempengaruhi kas perusahaan, dikarenakan PT. KAI sudah memperhatikan segi komersil untuk mendukung kualitas layanan terhadap masyarakat.
Kasie Komersil juga seperti Kasie Sarana dan Kasie Operasi yang membawahi Wasie Operasi dan Kepala Pengendali.

5. Kasie Jalan & Jembatan (Kepala Seksi Jalan & Jembatan)
Kepala Seksi Jalan & Jembatan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan maupun pengadaan 
jalan dan jembatan yang digunakan oleh PT. KAI

6. Kasie Keuangan (Kepala Seksi Keuangan)
Kasie keuangan bertanggungjawab terhadap semua aspek keuangan perusahaan atau kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan keuangan perusahaan.

7. Kasie SDM (Kepala seksi Sumber Daya Manusia)
Kasie SDM bertanggungjawab terhadap segala aspek kepegawaian yang terdapat di dalam perusahaan, seperti perekrutan, pelatihan / pendidikan pegawai, evaluasi data pegawai, kenaikan jabatan, hubungan internal dan eksternal ketenagakerjaan, mutasi, pensiun, dll.

A. Wasie Operasi (Wakil Seksi operasi)
Wakil Seksi Operasi bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional lapangan perusahaan dan membuat laporan kepada Kasie Operasi

B. Kasie Pengendali (Kepala Seksi Pengendali)
Kepala Seksi Pengendali bertanggungjawab terhadap semua kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan sistem  pengendian, seperti jadwal pemberangkatan kereta,dll.

Wasie Operasi di atas membawahi sub seksi-seksi ysng lain, diantaranya :

· Kasubsie Sarana Barang (Kepala Sub Seksi Sarana Barang )
Bertanggung jawab terhadap fasilitas yang dipergunakan operasional / kantor dan lapangan perusahaan.

· Kasubsie Opnis (Kepala Sub Seksi Opnis (Operasi Niaga))
Bertanggungjawab terhadap penyediaan barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan.
Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Sub Seksie Opnis.

· Kasubsie Aset (Kepala Sub Seksi Aset)
Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengadaan, dan pengelolaan aset yang digunakan oleh perusahaan.

· Kasubsie Sarana Penumpang (Kepala Sub Seksi Sarana Penumpang)
Bertanggungjawab terhadap pelayanan dan kenyamanan terhadap fasilitas yang tersedia untuk para penumpang / pengguna jasa PT. KAI.


2.4. 	Aspek Kegiatan Perusahaan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP II Bandung bergerak dibidang jasa, antara lain: 
1. Menyelenggarakan pengusahaan angkutan kereta api di wilayah operasi
2. Merumuskan dan menyusun program pembinaan angkutan penumpang di wilayah operasi
3. Pengendalian pelaksanaan angkutan penumpang di wilayah operasi
4. Merumuskan dan menyusun program pembinaan angkutan barang di wilayah operasi
5. Pengelolaan, pengoperasian, pemasaran, dan pengendalian terminal peti kemas angkutan barang ekspor/impor di UPT terminal peti kemas Gede Bage. 

